
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :    3   TAHUN 2006 

 

TENTANG 

 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2005 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO,    

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu 

dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2005;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005; 

    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon 

Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 

101);  
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun  1997 tentang  Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-

tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4493) menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) yang telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4027); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil 

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4034); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum 

Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 

Nomor 12 Seri D); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah 

Tahun 2002 Nomor  1 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah 

Tahun 2002 Nomor 2 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun  

2002  Nomor  3  Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun  2005  Nomor  1 Seri 

A) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun  2006  Nomor  1 Seri E); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran 

Daerah Tahun  2005  Nomor  1 Seri A) yang telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran 

Daerah Tahun  2005  Nomor  3 Seri A); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2005. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang 

APBD. 
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BAB II 

 

PERHITUNGAN  

 

Pasal 2 

 

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp. 307.791.005.156,51  

b. Belanja Rp. 286.529.399.140,21  

 Surplus/Defisit  Rp. 21.261.606.016,30 

c. Pembiayaan :   

 1. Penerimaan Rp.   17.124.686.376,97   

 2. Pengeluaran Rp.   38.386.292.393,27  

 Surplus/Defisit  (Rp. 21.261.606.016,30)  

d. Sisa Perhitungan Tahun Berjalan Rp. 23.094.905.108,47 

 

Pasal 3 

 

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sebagai berikut : 

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 301.334.253.157,51 

b. Realisasi Rp. 307.791.005.156,51 

Selisih lebih Rp      6.456.751.999,00 

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sebagai berikut : 

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 307.526.546.189,49 

b. Realisasi Rp. 286.529.399.140,21 

Selisih kurang Rp.   20.997.147.049,28 

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut : 

a. Anggaran setelah perubahan Rp    22.180.690.274,98 

b. Realisasi Rp.   17.124.686.376,97 

Selisih lebih Rp.     5.056.003.898,01      

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut : 

a. Anggaran setelah perubahan Rp.   15.988.397.243,00 

b. Realisasi Rp.   38.386.292.393,27 

Selisih lebih Rp.   22.397.895.150,27 
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Pasal 4 

 

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi APBD dimaksud Pasal 2, posisi keuangan pada tanggal 

31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah : 

a. Jumlah Aktiva Rp.  669.644.317.210,39 

b. Jumlah Utang  Rp.      1.369.492.811,78 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.  668.274.824.398,61 

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi APBD dimaksud Pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 

31 Desember Tahun 2005 yang  dituangkan  dalam Laporan Aliran Kas adalah : 

a. Saldo Kas per 1 Januari 2005 Rp.    13.406.994.640,97 

b. Jumlah Penerimaan Kas   Rp.  311.508.696.892,51 

c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp.  301.820.786.425,01 

d. Saldo Kas per 31 Desember 2005 Rp.    23.094.905.108,47 

 

Pasal 5 

 

Rincian Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 dimaksud Pasal 3 dan 4, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 

A. Laporan Perhitungan APBD; 

B. Nota Perhitungan APBD; 

C. Laporan Aliran Kas; dan 

D. Neraca Daerah. 

BAB III 

 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 6 

 

(1) Penyimpangan terhadap perhitungan dimaksud Pasal 2, 3, dan 4 menjadi catatan tersendiri 

yang dituangkan dalam Naskah Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Bupati. 

(2) Penyimpangan dimaksud ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh Bupati. 
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BAB  IV 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.     

Ditetapkan di Wates                   . 

                                                            pada tanggal  30  Agustus  2006 

BUPATI KULON PROGO, 

 

                                                                                                 ttd 

                                                                                                       

H. TOYO SANTOSO DIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diundangkan di Wates 

    pada tanggal   30  Agustus    2006 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO, 

 

ttd 

 

AGUS ANGGONO 


